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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam sistem internasional terdapat suatu pola ketergantungan yang saling menguntungkan antar negara-negara di dunia. Tetapi dengan adanya perbedaan di antara aktor-aktor tersebut (dalam hal ini negara) dan kapasitas mereka untuk mempengaruhi keseluruhan sistem yang beragam, maka terciptalah suatu pola hubungan yang tidak sejajar yang memicu ketidakharmonisan hubungan aktor-aktor yang terlibat. 

Hubungan yang tidak sejajar tersebut senantiasa disebut dengan konflik,  dimana konflik merupakan salah satu bidang kajian yang ada dalam ilmu hubungan internasional.
 Hubungan antar negara selalu diwarnai oleh dua macam situasi, yaitu damai dan konflik. Hal ini terjadi berdasarkan pada adanya perbedaan keinginan dan kepentingan nasional antara negara satu dengan negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan nasional yang merupakan cita-cita setiap bangsa.

Dunia internasional dewasa ini merupakan masa yang penuh dengan berbagai konflik yang terjadi di berbagai kawasan di dunia. Konflik-konflik yang terjadi melibatkan individu, kelompok dan negara. Salah satu konflik antar negara yang mewarnai tatanan dunia internasional dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang yakni konflik yang terjadi di Siprus. 

Siprus merupakan negara yang berada di kepulauan Mediterania dan  memiliki lokasi yang sangat strategis. Strategisnya wilayah Siprus tersebut membuat Siprus menjadi arena potensial bagi munculnya konflik. Siprus pernah berada di bawah kekuasaan bangsa Yunani, Syria, Persia, Romawi, Turki serta Inggris yang masih terlihat pada kebudayaan Siprus.

Ketika Siprus ditaklukan oleh Ottoman dari Turki dan berada dibawah pemerintahannya merupakan awal kehadiran komunitas Siprus Turki yang kemudian tinggal dan menetap di Siprus. Komunitas Siprus tersebut memiliki pandangan hidup, agama serta budaya yang berbeda dengan penduduk yang mayoritas keturunan Yunani atau lebih dikenal dengan komunitas Siprus Yunani. Dengan perbedaan tersebut timbul gerakan pembebasan di Yunani, sehingga bagian-bagian dari Yunani satu-persatu memperoleh kemerdekaannya. Keinginan Siprus untuk bersatu dengan Yunani (enosis) tidak menjadi kenyataan dan Siprus tetap berada dibawah pemerintahan Turki Ottoman.
Pada tahun 1914 pecah Perang Dunia I, dan ketika itu Turki tidak menyadari bahwa Siprus telah dicaplok oleh Inggris. Sejak berada dibawah pemerintahan Inggris, komunitas Siprus Yunani tampaknya menginginkan sebuah hubungan yang lebih dekat dengan tanah airnya (Yunani). Mereka melihat Yunani merupakan pusat kebudayaan dimana mereka memiliki sebagian besar dari sejarah. Dan juga memiliki agama, bahasa serta pandangan dibawah pemerintahan Inggris. Hal ini disebabkan Inggris sangat memperhatikan masalah perdagangan dan komunikasi, pekerjaan umum dan perkebunan.
Komunitas Siprus Turki yang populasinya berjumlah 18% merasa bahwa pulau tersebut telah menjadi bagain dari Turki selama tiga ratus tahun sehingga mereka tidak senang apabila pulau tersebut menjadi bagain dari Yunani dan khawatir apabila pemerintah Inggris akan bertahan di pulau tersebut. Kontroversi Siprus-Turki dipicu oleh beberapa katalis berikut: pertama, Inggris menarik diri dari Mesir dan membuat Siprus sebagai markas mereka di Timur Tengah. Kedua, Yunani meminta penentuan nasib sendiri bagi Siprus yang dibawa ke sedang umum PBB. Tetapi sidang umum PBB tidak menerima permintan Yunani untuk menentukan nasib sendiri bagi Siprus dengan alasan bahwa PBB tidak ingin mengabaikan hak-hak dan keinginan Siprus Turki.
Akhirnya Inggris, Yunani, Turki dan perwakilan dari kedua komunitas tersebut menandatangani The Zurich London Agreement yang menandai berdirinya Siprus sebagai negara republik yang independen. Kesepakatan tersebut berisi tentang komitmen penempatan pasukan, penggunaan fasilitas militer dan adanya pemerintahan baru serta berbagi kekuasaan. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1960 Siprus menjadi negara republik yang merdeka.
Munculnya keinginan sebagian komunitas Siprus untuk menentukan nasib sendiri dan dipertegas lagi dengan bergabungnya salah satu bagian Siprus tersebut dengan Yunani, semakin memperjelas adanya komunitas Siprus Yunani dalam wilayah negara Siprus. Siprus Yunani memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 1 Oktober 1960, dan wilayah ini ditempati oleh sekitar 77% dari keseluruhan penduduk Siprus.

Disamping itu, munculnya semangat nasionalisme komunitas Siprus bagian Turki menimbulkan pertentangan antara ideologi nasionalis yang diikuti oleh penolakan Siprus Turki terhadap upaya penentuan self determination (nasib sendiri) dengan menolak adanya pimpinan dari suatu golongan mayoritas.
 Sehingga pada tahun 1983, badan legislatif komunitas Siprus Turki mendirikan The Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). 

Sampai saat ini TRNC baru mendapat pengakuan dari negara Turki, sedangkan pengakuan dari dunia internasional secara keseluruhan belum diperoleh. TRNC tersebut bahkan mengalami isolasi dalam bidang diplomatik dan ekonomi, yang mengakibatkan TRNC menjadi tergantung pada negara Turki. Hal ini menjadi suatu fokus penting bagi PBB sehingga membuat PBB harus mengontrol dan mengawasi wilayah tersebut.

Dengan adanya perbedaan keinginan dua komunitas Siprus menjadikan Siprus terbagi dalam dua bagian, yaitu Siprus Yunani (bagian Siprus yang menggabungkan diri dengan Yunani) dan Siprus Turki (bagian Siprus yang menggabungkan diri dengan Turki). Ketegangan antara dua komunitas masyarakat pun terjadi karena adanya perbedaan ideologis diantara mereka, dan mengakibatkan tidak dapat bersatunya Siprus Yunani dan Siprus Turki sampai saat ini yang ditandai dengan gagalnya referendum tahun 2004.

Siprus Yunani bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2004 melalui Konferensi Tingkat Tinggi di Kopenhagen pada tanggal 13 Desember 2002. Uni Eropa merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat regional dan memiliki bentuk kerjasama multisektoral, karena bidang-bidang yang ada dalam organisasi ini meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah aspek industri, politik luar negeri dan ekonomi negara-negara anggotanya. Uni Eropa merupakan salah satu organisasi yang paling maju diantara organisasi internasional maupun organisasi regional lainnya. 

Dengan menjadi anggota Uni Eropa maka Siprus memiliki hak-hak yang dimiliki oleh negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Hak-hak tersebut antara lain hak veto untuk memberikan suara dalam menentukan suatu keputusan dalam organisasi multisektoral Uni Eropa.

Salah satu program Uni Eropa adalah enlargement (perluasan) atau program perluasan Uni Eropa yang berarti bahwa negara anggota Uni Eropa dapat
terus bertambah. Salah satu diantaranya Turki berkeinginan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Adapun syarat setiap negara aplikan untuk menjadi negara anggota Uni Eropa adalah harus memenuhi Copenhagen Criteria (Kriteria Kopenhagen) yang salah satunya harus menyelesaikan berbagai masalah Hak Asasi Manusia di negara aplikan tersebut.

Turki merupakan negara yang lebih miskin apabila dibandingkan dengan negara-negara yang berada di belahan Barat dunia. Sebagai negara yang besar dengan jumlah penduduk yang besar pula menyebabkan Turki dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya manusia yang murah apabila melakukan migrasi ke negara lain. Adanya keinginan Turki untuk memperbaiki perekonomian negaranya yang menjadi motivator Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Sehingga pada tanggal 12 September 1963 Turki mencapai kesepakatan persahabatan dengan MEE (yang sekarang dikenal dengan Uni Eropa).
Proses keanggotaan Turki dengan organisasi multisektoral Uni Eropa berlanjut dengan pengajuan Turki atas keanggotaan penuh dalam Masyarakat Ekonomi Eropa, sehingga Turki pun mengesahkan reformasi Hak Asasi Manusia, termasuk menghapus hukuman mati. 
Sampai saat ini, menurut organisasi multisektoral Uni Eropa, Turki masih belum mampu menangani masalah Hak Asasi Manusia di negaranya. Di samping itu, Siprus (Siprus Yunani) yang memiliki hak veto di Uni Eropa untuk tidak bersedia menerima keanggotaan Turki apabila negara tersebut tidak mengakui kedaulatan Siprus yang mana hal tersebut merupakan kelanjutan dari konflik berkepanjangan yang terjadi antara Siprus Yunani dan Siprus Turki sejak tahun 1974. Kedua hal tersebut menghambat masuknya Turki ke dalam Uni Eropa.

Dari sisi Turki, prasyarat yang diajukan oleh Turki untuk menerima kedaulatan Siprus adalah apabila dua bagian Siprus (Siprus Yunani dan Siprus Turki) bergabung. Untuk memenuhi keinginan Turki dan mengakhiri konflik perpecahan Siprus Yunani dan Siprus Turki, akhirnya dilakukan berbagai upaya untuk menyatukan dua bagian tersebut yang di dukung oleh PBB. Beberapa upaya yang disponsori oleh PBB dalam rangka penyelesaian konflik Siprus Yunani dan Siprus Turki pun selalu berakhir dengan kebuntuan, seperti halnya pada 24 April 2004 diadakan referendum mengenai unifikasi ke dalam Uni Eropa yang dilaksanakan di dua komunitas Siprus secara terpisah. Dalam unifikasi tersebut, hanya Siprus Yunani yang bergabung dengan Uni Eropa, sehingga dalam kancah internasional hanya Siprus Yunani yang memperoleh pengakuan secara penuh.

Hasil dari referndum yang dilaksanakan di dua tempat itu pun berbeda, Siprus Turki menolak untuk bergabung dengan Uni Eropa dan Siprus Yunani bersedia bergabung dengan Uni Eropa. Sehingga pada 1 Mei 2004, hanya Siprus Yunani yang bergabung dengan Uni Eropa di bawah satu nama negara Siprus. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa referendum unifikasi tersebut mengalami kegagalan karena Siprus Turki menolak untuk unifikasi dengan Uni Eropa.

Pada saat ini Turki berkeinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa, tetapi hal tersebut senantiasa mendapatkan hambatan dari Siprus Yunani yang telah menjadi anggota Uni Eropa sebelumnya. Hambatan tersebut berupa adanya tuntutan Siprus Yunani terhadap Turki.
 
Adapun tuntutan Siprus Yunani kepada Turki adalah pengakuan kedaulatan dari Turki terhadap Siprus Yunani, karena sampai sekarang Turki tidak mengakui kedaulatan Siprus Yunani walaupun Siprus Yunani telah bergabung dengan Uni Eropa. Penolakan tersebut muncul berdasarkan adanya kekhawatiran akan hilangnya hak-hak minoritas Turki di Siprus yang nantinya akan dipertaruhkan. Hak-hak minoritas tersebut antara lain Turki menganggap akan kehilangan suara dalam hubungannya dengan Uni Eropa karena mayoritas warga Turki adalah muslim dan sebagian besar negara-negara anggota Uni Eropa merasa keberatan dengan kondisi internal Turki yang berkaitan dengan penduduk yang mayoritasnya adalah muslim.
 

Sedangkan di pihak Turki pun masih tetap berpegang teguh pada keinginannya, yaitu apabila dua bagian Siprus (Siprus Yunani dan Siprus Turki) belum bisa bergabung maka Siprus Turki pasti belum akan mengakui kedaulatan Siprus. Tidak adanya pengakuan Turki terhadap Siprus mengindikasikan akan sulitnya Turki bergabung dengan Uni Eropa, hal ini karena Siprus telah resmi menjadi anggota Uni Eropa yang memiliki hak veto yang memiliki kemampuan untuk menolak maupun mengizinkan negara-negara aplikan yang ingin menjadi anggota Uni Eropa. Hak veto Siprus sangat berpengaruh, karena apabila salah satu negara tidak setuju untuk memasukan salah satu negara maka negara tersebut tidak akan di terima menjadi negara anggota Uni Eropa.

Dengan demikian adanya tuntutan Siprus terhadap Turki mengenai pengakuan kedaulatan Siprus oleh Turki yang berkaitan dengan hak veto Siprus akan mempengaruhi proses keanggotaan Turki dalam organisasi multisektoral Uni Eropa.

Komisi Eropa menganggap penolakan Turki mengakui Siprus bagian Yunani sebagai negara merdeka, kecuali apabila kedua bagian yang terbelah yaitu bagian Turki dan Yunani disatukan kembali. Komisi Eropa menetapkan pengakuan itu sebagai prasyarat untuk bisa memulai perundingan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Adapun prasyarat bagi negara aplikan Uni Eropa antara lain negara tersebut harus berada di benua Eropa dan harus menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan HAM dan menjalankan segala peraturan perundangan Uni Eropa atau acauis communautaires.
 
Dengan demikian kontroversi antara komunitas Siprus Turki dan Siprus Yunani mengenai enosis antara Siprus dengan komunitas Siprus Yunani mengakibatkan tidak bersedianya Turki untuk mengakui sovereignty (kedaulatan) Siprus. Di lain pihak Siprus memiliki kontribusi cukup besar dalam European Union Enlargement dimana salah satu agenda didalamnya terdapat proses perundingan keanggotaan Turki. Apakah Siprus akan menjadi penghalang yang serius bagi perundingan keanggotaan Turki?.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan ini lebih dalam lagi, maka penulis memberi judul tulisan ini adalah: “TUNTUTAN SIPRUS KEPADA TURKI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROSES KEANGGOTAAN TURKI DI UNI EROPA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari munculnya tuntutan Siprus kepada Turki dalam konteks Uni Eropa?

2. Bagaimana proses keanggotaan Turki di Uni Eropa pra adanya tuntutan Siprus?

3. Bagaimana proses keanggotaan Turki di Uni Eropa pasca munculnya tuntutan Siprus terhadap Turki?

1. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya permasalahan yang dikemukakan diatas, penulis mencoba untuk membatasi permasalahan ini dengan menitikberatkan pada proses keanggotaan Turki di Uni Eropa pasca munculnya tuntutan Siprus -sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa- kepada Turki tentang perolehan pengakuan kedaulatan Siprus dari Turki.

2. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penganalisaan yang berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana tuntutan Siprus kepada Turki tentang pengakuan kedaulatan negaranya serta implikasinya terhadap proses keanggotaan Turki dalam memasuki keanggotaan Uni Eropa?.”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang munculnya tuntutan negara Siprus (sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa) terhadap negara Turki tentang pengakuan kedaulatan Siprus dari Turki dan implikasi dari adanya tuntutan Siprus tersebut terhadap proses keanggotaan Turki dalam konteks organisasi multisektoral Uni Eropa. 

Berdasarkan objek yang penulis angkat sebagai bahan penelitian maka penulis mengemukakan tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui apa yang mendasari munculnya tuntutan Siprus kepada Turki dalam konteks Uni Eropa?

b. Untuk mengetahui bagaimana proses keanggotaan Turki di Uni Eropa pra adanya tuntutan Siprus?

c. Untuk mengetahui bagaimana proses keanggotaan Turki di Uni Eropa pasca munculnya tuntutan Siprus terhadap Turki?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu kegunaan yang bersifat akademis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan praktis yang dimaksud adalah untuk para akademika yang memiliki ketertarikan pada apa yang penulis teliti. Sebagai hasil penelitian, diharapkan akan dapat berguna sebagai sumber referensi bahan untuk mengembangkan studi hubungan internasional yaitu sebagai sumbangan untuk menambah perbendaharaan wawasan mengenai proses keanggotaan Turki pasca munculnya tuntutan Siprus terhadap negara tersebut dalam konteks Uni Eropa.

b. Kegunaan akademis adalah untuk menambah pengetahuan dalam hal studi kawasan, dan organisasi regional. Diharapkan sebagai satu perwujudan dari aplikasi penerapan disiplin ilmu Hubungan Internasional khususnya pokok bahasan Organisasi dan Administrasi Internasional dan Hubungan Internasional Kawasan yang mengkaji tentang organisasi yang terbentuk pada kawasan tertentu dimana setiap negara anggotanya memiliki hak veto untuk menentukan masuk tidaknya suatu negara menjadi anggota organisasi tersebut. 

c. Untuk melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Strata-1 (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan.

d. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan dan dapat memberikan sumbangan bagi studi berikutnya yang relevan atau sejenis.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Sebagai pedoman penelitian dalam mengangkat permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan beberapa teori yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Dalam mengangkat fenomena serta peristiwa yang terjadi dalam dunia internasional, terutama mengenai masalah yang diambil oleh penulis sebagai objek penelitian, maka penulis akan menggunakan teori-teori yang mendukung materi penulisan atau menghubungkan kaitannya dengan hubungan internasional dipakai sebagai interaksi yang melibatkan lebih dari satu negara atau bangsa.

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan merujuk pada pendapat-pendapat para pakar hubungan internasional dan para pakar yang berkompeten dengan objek penelitian, sehingga diharapkan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis.

Pada dasarnya tujuan utama hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara di dalam suatu sistem internasional. Mengenai sistem internasional memiliki pengertian sebagai berikut: “Sistem internasional dapat dirumuskan sebagai suatu himpunan kesatuan-kesatuan politik yang merdeka-suku bangsa, negara-kota, bangsa, atau kerajaan-kerajaan yang cukup sering berinteraksi dan mengikuti proses yang teratur”.

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa keberadaan Siprus merupakan suatu bentuk dari sistem internasional yang memiliki kemerdekaan sendiri, terdiri dari berbagai kesatuan politik serta keberadaannya diakui oleh dunia internasional yang merupakan kajian hubungan internasional.

Pergaulan internasional dalam konteks Hubungan Internasional meliputi beberapa segi hubungan. Dalam hal ini Holsti memberi deskripsi tentang pengertian Hubungan Internasional seperti dibawah ini:

Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi lembaga perdagangan internasional, perdagangan internasional, dan perkembangan nilai dan etika internasional.

Sedangkan Charles A. Mc Clelland mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan studi interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi.

Dari pengertian hubungan internasional diatas menunjukan adanya segala macam hubungan antar bangsa dalam masyarakat dunia, dengan kekuatan-kekuatan pada proses-proses cara hidup, cara bertindak, cara berpikir manusia sebagai unit politik internasional. Disamping itu, adanya kesamaan kepentingan dan latar belakang negara-negara yang terletak dalam satu regional yang menjadi dasar dibentuknya Uni Eropa. Sehingga Uni Eropa merupakan suatu organisasi regional yang terdiri dari negara-negara yang berada dalam satu kawasan yang sama yaitu Eropa. 

Dalam hubungan internasional terdapat politik internasional. Menurut Umar Suryadi Bakry dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional, Politik Internasional mengandung pengertian sebagai berikut: “Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan pokok atau titik berat pada diplomasi dan hubungan antar negara dan satuan-satuan politik lainnya”.
 
Sedangkan menurut pendapat lain, pengertian politik internasional adalah sebagai berikut:

“Politik internasional dapat didefinisikan seperti telah dilihat, sebagai suatu usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan bangsa sendiri atau mengawasi atau memperkecil kekuasaan bangsa-bangsa lain. Politik internasional seperti halnya semua politik adalah perjuangan memperoleh kekuasaan apapun tujuan akhir dari politik internasional, tujuan menengahnya adalah kekuasaan. Tetapi, begitu negarawan tersebut berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka dengan menggunakan politik internasional, mereka melakukannya dengan berupaya memperoleh kekuasaan.

Pengertian politik internasional diatas jika dikaitkan dengan keberadaan Siprus yang juga memiliki tujuan nasional serta kepentingan politik tersendiri, dimana negara Siprus pun menginginkan adanya pengakuan sovereignty (kedaulatan) negaranya dari negara lain (dalam hal ini Turki). Berbicara mengenai Turki dan Siprus, memiliki keterkaitan dengan Uni Eropa -dalam hal keanggotaan kedua negara tersebut di Uni Eropa- yang merupakan suatu bentuk regionalisme.

Dalam konteks kawasan Eropa ini terdapat konsep tentang regionalisme. Adapun mengenai regionalisme memiliki pengertian sebagai berikut:

“Regionalisme adalah konsep mengenai bangsa yang terdapat di kawasan geografis tertentu atau bangsa yang memiliki hirauan bersama dapat bekerjasama melalui organisasi dengan keanggotaan terbatas untuk mengatasi masalah fungsional, militer, dan politik. Regionalisme memberikan hampiran menengah untuk mengatasi permasalahan, yaitu berada di unilateralisme dan universalisme”.

Dari pengertian regionalisme diatas menunjukkan adanya suatu kerjasama yang terjalin diantara region-region atau kawasan-kawasan tersebut. Setiap negara yang tergabung dalam Uni Eropa (termasuk Siprus) melakukan kerjasama untuk memenuhi tujuan dan kepentingan nasionalnya. Adapun mengenai pengertian kerjasama internasional sebagai berikut:

“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdepedensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena national understanding  dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.

Kerjasama internasional didalamnya terdapat kerjasama regional. Sedangkan pengertian kerjasama regional adalah sebagai berikut:

Dalam pengertian wilayah, kerjasama regional tersebut merupakan kerjasama yang dilakukan berdasarkan konsep geografis dari wilayah di atas muka bumi yang berbeda dari kawasan lain oleh satu atau lebih kriteria. Sedangkan dalam pengertian kelembagaan, kerjasama regional merupakan suatu mekanisme untuk menyelenggarakan berbagai bentuk kerjasama antar negara, terutama negara yang secara geografis berada dalam suatu kawasan.
 

Kerjasama negara-negara anggota Uni Eropa direalisasikan dengan adanya program perluasan Uni Eropa yang lebih dikenal dengan European Union Enlargement. Pengembangan Uni Eropa merupakan ”The European Union’s comittment is best on the confiction that enlargement is a historisc opportunity for creating a stronger, wider, more stable Europe”.

Seluruh persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan masyarakat Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa.
 Demikian halnya dengan perluasan Uni Eropa dalam kaitannya dengan memasukan negara anggota baru –dalam hal ini Turki- harus mendapat persetujuan dari seluruh Parlemen yang merupakan wakil dari setiap negara anggota yang didalamnya termasuk Siprus.
Masuknya Siprus Yunani dalam organisasi internasional yang bersifat regional Uni Eropa, pada awalnya bertujuan untuk meredam konflik antara Siprus Yunani dan Siprus Turki yang menuju pada terbaginya wilayah Siprus dalam dua komunitas. Adapun pengertian organisasi internasional mengandung pengertian sebagai berikut:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda”.

Dari pengertian organisasi internasional diatas yang menerangkan tentang  pembagian organisasi internasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah memiliki keterkaitan dengan Theodore A. Coloumbis dan James H. Wolfe yang mengemukakan klasifikasi tentang organisasi internasional, yang terbatas pada International Government Organization (organisasi antar pemerintah) menjadi empat kategori besar yang didasarkan pada keanggotaan dan tujuan yaitu:

1. Organisasi antar pemerintahan dengan keanggotaan global dengan maksud dan tujuan umum. Contohnya, LBB dan PBB yang memiliki ruang lingkup global, dan berfungsi dalam bidang kerjasama ekonomi, keamanan, perlindungan hak asasi manusia, kebudayaan, dan sebagainya.

2. Organisasi internasional antar pemerintahan dengan keanggotaan global dan tujuan yang spesifik atau khusus. Dikenal sebagai organisasi internasional yang fungsional dengan fungsi khusus. Contohnya, badan khusus PBB (ILO, WHO).

3. Organisasi antar pemerintahan dengan keanggotaan yang regional atau kawasan dan dengan maksud dan tujuan umum. Bidangnya luas, misalnya dalam bidang keamanan, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Contohnya Masyarakat Ekonomi Eropa yang sekarang dikenal dengan Uni Eropa.

4. Organisasi antar pemerintahan dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan yang khusus dan terbatas. Organisasi ini bergerak pada satu bidang khusus. Contohnya, North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Organisasi internasional yang bersifat multisektoral Uni Eropa yang merupakan perwujudan dari suatu kerjasama regional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara yang tergabung didalamnya yang hancur akibat Perang Dunia II. 
Uni Eropa lebih dari sekedar menjelaskan adanya sebuah entitas Eropa. Uni Eropa mengembangkan institusi-institusi sosial, politik, dan ekonomi yang membentang atas negara-bangsa dan menjangkau individu.
 Dengan demikian organisasi ini membuat suatu pola regularitas yang sesuai dengan karakteristik negara-negara anggotanya.
Peningkatan perekonomian tersebut dilakukan dengan cara menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang lalu lintas elemen-elemen ekonomi dan pelaku ekonomi. Kebijakan adalah arah tindakan yang direncanakan untuk mencapai suatu sasaran.
 

Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya Kamus Hubungan Internasional menerangkan pengertian mengenai kepentingan nasional sebagai berikut:

Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan bangsa dan negara, dan kesejahteraan ekonomi.

Dari pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan keberadaan Siprus dan Turki, adanya tuntutan tentang pengakuan kedaulatan Siprus Yunani, dan keinginan bersatunya Siprus Yunani dan Siprus Turki berdasarkan keinginan Turki mencerminkan adanya suatu kepentingan nasional baik dari sisi Turki maupun Siprus yang merupakan salah satu bentuk politik luar negerinya.

Pengertian politik luar negeri menurut Theodore A. Couloumbus dan James H. Wolfe, dalam bukunya Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power, yaitu: 

“Jika dilihat dari unsur-unsur Fundamentalnya, Politik Luar Negeri terdiri dari dua elemen yaitu: Tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. Interaksi antar tujuan internasional dan sumber-sumber untuk mencapainya merupakan subjek kenegaraan yang abadi. Dalam unsur-unsurnya itu terdapat politik luar negeri semua negara, besar atau kecil, semuanya sama”.

Berbicara tentang politik luar negeri, tidak terlepas dari peranan suatu negara sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional. Konsep negara sebagai suatu entitas hukum dan politik, yaitu:

“Negara sebagai suatu entitas hukum dan politik, yang meneliti atribut-atribut seperti: penduduk wilayah (territory) dan pemerintah yang otonom yang secara efektif mengontrol populasi dan wilayah tersebut, dan yang ingin serta mampu memenuhi tanggung jawab internasionalnya yang fundamental. Selain itu, sejumlah besar pemerintah harus menyampaikan pengakuan de jure (menurut hukum) kepada negara sebelum negara tersebut mengklaim eksistensi hukumnya yang bisa dibuktikan”.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang masih terjadi antara Siprus Yunani dengan Siprus Turki, konflik yang terjadi merupakan suatu sikap dan keinginan yang berbeda dari kedua belah pihak (komunitas Siprus Turki dan Siprus Yunani).
Separatisme yang mengandung arti sebuah paham yang mencari keuntungan dengan pemecah belahan dari suatu golongan.
 Seperti separatisme yang dilakukan oleh komunitas Siprus Turki terhadap komunitas Siprus Yunani yang memiliki alasan untuk mendirikan pemerintahan Siprus Turki secara independen.
Penyebab konflik Siprus Yunani dan Turki merupakan konflik mengenai wilayah teritorial dan pengakuan atas suatu negara tetangganya karena alasan historis di masa lalu, atau perpecahan suatu wilayah menjadi beberap bagian (irredentisme) pada masa lalu yang di kemudian hari pihak tertentu menuntut untuk dilakukan penyatuan kembali. Irredentisme adalah perjuangan bangsa yang terpecah ke dalam dua negara menuju reunifikasi.

Berkaitan dengan reunifikasi, komunitas Siprus Turki ingin bergabung dengan komunitas Siprus Yunani. Tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh Siprus Yunani, sehingga sampai saat ini Siprus Turki (Turki) belum mengakui kedaulatan Siprus Yunani (Siprus).

Adanya separatisme dan irredentisme diantara Turki dan Siprus, menimbulkan kejemuan dua komunitas tersebut sehingga memunculkan semangat nasionalisme. Adapun pengertian nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan di suatu bangsa yang secara potensial maupun aktual bersama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu.

Semangat nasionalisme yang timbul diantara komunitas Siprus Yunani dan Siprus Turki menimbulkan rencana unifikasi dua komunitas tersebut yang di dukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun pengertian unifikasi adalah bersatunya kembali dua atau lebih unit politik dan segala aspeknya (penyatuan, penggabungan).
 Yang mengadung pengertian adanya keinginan satu negara kesatuan Siprus yang utuh.
 Semangat nasionalisme tersebut mempunyai kaitan yang sangat kuat dengan peran kedua negara Siprus dan Turki. Perbedaan keinginan terlihat pada hasil referendum yang diusulkan oleh PBB yaitu penolakan warga Siprus Yunani atas rencana PBB karena sudah di duga sejak semula. Yang mengejutkan adalah jumlah warga yang menolak lebih besar dari yang diperkirakan semula, sedangkan Siprus Turki lebih dari 50% mendukung.

Sekjen PBB Kofi Annan mlemparkan gagasan referendum pada tanggal 24 April 2004 untuk warga Siprus Yunani dan Siprus Turki, setelah pertemuan di Buergenstock, wilayah peristirahatan di gunung Alpen Swiss mendapat titik Bantu, Kofi Annan dalam pertemuan tersebut menyatakan: “Hal yang terbaik bagi Siprus demi perdamaian dan warga Siprus Yunani dan Siprus Turki yang ingin bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Mei mendatang adalah referendum”.
 Referendum untuk penyatuan kembali Siprus, sesuai dengan rencana perdamaian PBB:

Referendum untuk mengakhiri konflik Siprus yang berlangsung lebih dari 30 tahun, nampak akan mengalami kegagalan. Kali ini secara mengejutkan warga keturunan Yunani, mungkin akan merintangi dicapainya penyatuan kembali. Meskipun dengan sikap penolakan itu, Siprus bagian Yunani akan diterima menjadi anggota baru Uni Eropa.

Perkiraan referendum tersebut mengalami kegagalan untuk unifikasi karena pihak Siprus Yunani menolak. Hal tersebut menunjukan adanya  ketidakpastian Siprus Yunani untuk hidup berdampingan dengan Siprus Turki, dalam arti Siprus Yunani masih merasa ragu untuk bergabung dengan Siprus Turki seperti yang diperkuat oleh pernyataan Duta Besar Turki untuk RI Feryal Cotur Onder, bahwa:

“Kami berharap Uni Eropa mengkaji kembali kebijakannya mengenai Siprus Turki. Selama ini justru Siprus Turki yang kerap dituding tidak mau bekerjasama sehingga dikucilkan. Harapan Turki ini disambut dengan langkah Uni Eropa. Situs BBC menyebutkan komisioner Uni Eropa untuk perluasan wilayah, Guenter Verheugen, telah menegaskan seusai pertemuan tingkat menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg. Menurutnya, sikap positif Siprus Turki dalam referendum menjadi langkah awal untuk mengakhiri isolasi internasional terhadap mereka”.

Dalam hasil referendum yang dinyatakan gagal oleh PBB karena “dari pihak masyarakat Siprus Yunani sebagian besar menolak untuk unifikasi: menunjukan mayoritas Siprus Turki menyetujui 75,83% sebaliknya mayoritas Siprus Yunani menolak 64,91%. Maka kesempatan langka untuk menyatu telah gagal”.

Sementara dari pihak Yunani menanggapi masalah hubungannya dengan Turki yang dikemukakan oleh menteri luar negeri Yunani Georgios Papandreou bahwa:

“Sengketa Siprus masih menjadi penghalang hubungan Yunani-Turki, tetapi hubungan ini kembali membaik setelah gempa bumi yang melanda Turki pada tanggal 17 Agustus silam dan Yunani menyatakan mendukung Turki menjadi anggota Uni Eropa dengan syarat Turki bersedia menerapkan reformasi politik dan ekonominya”.

Para pemimpin Eropa yang bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa pada tanggal 16 Desember 2005 di Brussel, diyakini akan memberikan “lampu hijau” kepada Turki, yaitu berupa penetapan jadwal perundingan awal keanggotaan Turki di Uni Eropa. Meski demikian, masih ada “persyaratan” yang harus dihadapi Turki, yaitu mengakui kedaulatan Siprus.
Disamping itu, adapun syarat-syarat bagi negara aplikan dikukuhkan dalam Kopenhagen Kriteria yang didalamnya mencakup sektor politik yang berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia; sektor ekonomi yang berkaitan dengan stabilitas pasar internal; dan kriteria umum yang harus dijalankan oleh Turki sebagai salah satu negara aplikan Uni Eropa.
 
Berdasarkan sifat keanggotaannya, bagi negara-negara anggota Uni Eropa terdiri dari dua klasifikasi, yaitu keanggotaan secara penuh dan keanggotaan secara khusus. Keanggotaan penuh memiliki keistimewaan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan, sedangkan keanggotaan khusus tidak memiliki hak untuk memberikan suara dalam perundingan kebijakan  Uni Eropa, tetapi kedua sifat keanggotaan tersebut memiliki kesamaan dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Uni Eropa.
 
Berkaitan dengan sifat keanggotaan bagi negara aplikan Uni Eropa tersebut, Turki senantiasa ditawarkan dengan status keanggotaan khusus –bukan keanggotaan penuh- berkaitan dengan rumitnya persyaratan yang diajukan oleh Uni Eropa kepada Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa.
Namun Perdana Menteri Turki -Recep Tayyip Erdogan- menegaskan, ia menolak tambahan persyaratan apapun untuk bisa memulai perundingan. ”Kami tak berharap akan ada syarat-syarat lain yang tak bisa kami terima. Namun, kalau mereka (Uni Eropa) tetap memaksakan hal itu, hubungan kita akan mendingin dan kami akan melanjutkan perjalanan kami sendiri”.

Pada akhirnya, jawaban Turki mengenai tuntutan Siprus terhadap negaranya tentang pengakuan kedaulatan Siprus dan keinginan Turki akan bergabungnya kembali Siprus Yunani dan Siprus Turki menjadi satu negara Siprus, akan sangat berpengaruh terhadap proses keanggotaan negara Turki di Uni Eropa.

Penulis mencoba mengemukakan asumsi sebagai berikut:

1. Tuntutan Siprus Yunani terhadap Turki tentang pengakuan kedaulatan Siprus Yunani oleh Turki bertujuan agar Siprus Yunani diakui kedaulatannya oleh Turki setelah diakui oleh dunia internasional, dan hal tersebut merupakan jalan bagi Turki agar masuk menjadi anggota Uni Eropa.

2. Tuntutan Siprus Yunani kepada Turki pasti akan disetujui oleh Turki apabila Siprus Yunani dan Siprus Turki bersatu kembali menjadi satu Siprus yang tak terbagi dan sekaligus mengakhiri konflik Siprus Yunani dengan Siprus Turki yang telah ada sejak dahulu.

3. Keanggotaan Turki akan tetap terhambat walaupun Turki mengakui keanggotaan Siprus secara penuh, karena Uni Eropa masih lebih fokus terhadap upaya ratifikasi konstitusi Eropa.

2. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis menarik sebuah hipotesis yaitu: “Apabila tuntutan Siprus Yunani kepada Turki tentang pengakuan kedaulatan Siprus Yunani tidak diakomodir oleh Turki, maka proses keanggotaan Turki di Uni Eropa tetap terhambat”.
3. Tabel Operasionalisasi Variabel

	Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)
	Indikator 

(Empirik)
	Verifikasi

(Analisis)

	Variabel Bebas:

Apabila tuntutan Siprus Yunani kepada Turki tentang pengakuan kedaulatan Siprus Yunani tidak diakomodir oleh Turki
	1.  Konflik Siprus sejak tahun 1974.

2.  Referendum tentang masuknya Siprus Yunani menjadi anggota Uni Eropa.

3. Turki tidak mengakui kedaulatan Siprus Yunani

	1. Data tentang konflik Siprus yang menjadikan Siprus terbagi Siprus Yunani dan Siprus Turki.

2. Data tentang referendum tanggal 24 April 2004 tentang masuknya Siprus Yunani menjadi anggota Uni Eropa dan penolakan Siprus Turki menjadi anggota Uni Eropa.
3. Data tentang penolakan pembukaan pelabuhan Turki bagi kapal-kapal Siprus dan penegasan penolakan terhadap kedaulatan Siprus Yunani oleh Turki yang berasal dari kalangan tentara Turki, oposisi dan sayap nasionalis partai AK pimpinan Perdana Menteri Tayyip Erdogan.


	Variabel Terikat:

maka proses keanggotaan Turki di Uni Eropa tetap terhambat.
	4. Pandangan Uni Eropa terhadap Turki pasca Turki menolak kedaulatan Siprus Yunani.
5. Kekuatan dan pengaruh hak veto Siprus


	4. Data tentang respon Uni Eropa yang menetapkan pengakuan atas kemerdekaan Siprus sebagai syarat perundingan akhir bagi keanggotaan Turki.

5. Data tentang pengaruh hak veto Siprus terhadap proses keanggotaan Turki yang semakin memperkecil peluang masuknya Turki ke Uni Eropa.


4. Skema Kerangka Teoritis
.
SKEMA TUNTUTAN SIPRUS KEPADA TURKI 

DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROSES KEANGGOTAAN TURKI DI UNI EROPA 















E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode induksionis yaitu unit analisanya atau variabel terikat berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan secara sistematika suatu peristiwa atau masalah yang menjadi topik kajian secara sistematika dan mengandalkan analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut pandang sebab akibat serta dari penyusunan data. Dalam pelaksanaanya, metode ini tidak hanya membatasi pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut. Adanya pemaparan yang bertujuan untuk menggambarkan dan dianalisa, menjadikan metode ini sering disebut sebagai metode deskriptif.

 Fungsi dari metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk  menganalisa dan menginterpretasikan data-data mengenai latar belakang munculnya tuntutan pengakuan kedaulatan Siprus kepada Turki, proses keanggotaan Turki di Uni Eropa dan kemudian dianalisa mengenai implikasi dari adanya tuntutan Siprus tersebut terhadap proses keanggotaan Turki di Uni Eropa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui: Library Research (Studi Kepustakaan) yaitu usaha mencari dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan literatur dan referensi, baik yang bersumber dari buku, laporan, surat kabar, majalah, ensiklopedia, arsip-arsip, internet, dokumen, maupun catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Cara memperoleh datanya dengan mengolah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dengan menggunakan teknik secondary analysis of data atau menganalisa data-data yang telah ada sebelumnya. Penulis mempelajari dokumen dan data dari tulisan-tulisan tentang proses keanggotaan Turki di Uni Eropa.

Dokumen tersebut berasal dari Perwakilan Uni Eropa di Jakarta serta dari media lain seperti majalah, surat kabar dan internet. Sumber dari internet yang dipakai dalam penelitian ini adalah atas dasar rekomendasi dari Perwakilan Uni Eropa. Dari data yang diperoleh, penulis mencoba menjelaskan tentang proses keanggotaan Turki pasca adanya tuntutan Siprus kepada Turki.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mendatangi lokasi-lokasi penelitian sebagai berikut:

a. European Union (Uni Eropa)

Wisma Dharmala Sakti, 16th floor.

Jl. Jend. Sudirman No. 32 Jakarta.
b. Perpustakaan Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Jl. Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta.

c. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.

d. Perpustakaan Umum Universitas Padjadjaran

Jl. Dipatiukur Bandung 

e. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit Bandung.

2. Lamanya Penelitian

Penulis melakukan penelitian diperkirakan sejak bulan september sampai Maret 2007. Adapun tahapannya yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel pada halaman berikutnya.

G. Sistematika Penulisan 

BAB I
PENDAHULUAN


Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, lokasi dan lama penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis tentang masalah yang penulis teliti.

BAB II
TUNTUTAN SIPRUS KEPADA TURKI DALAM KONTEKS UNI EROPA


Bab ini menguraikan tentang negara Siprus, tuntutan negara tersebut kepada Turki beserta perkembangannya dan latar belakang munculnya konflik Siprus-Turki.
BAB III
PROSES KEANGGOTAAN TURKI DI UNI EROPA


Bab ini akan menggambarkan tentang negara Turki beserta proses keanggotaan Turki di Uni Eropa pra adanya tuntutan Siprus kepada Turki, dan persyaratan Uni Eropa kepada Turki dalam Kriteria Kopenhagen.
BAB IV
IMPLIKASI TUNTUTAN SIPRUS KEPADA TURKI TERHADAP PROSES KEANGGOTAAN TURKI DI UNI EROPA


Dalam bab ini akan dibahas mengenai implikasi adanya tuntutan Siprus kepada Turki terhadap proses keanggotaan Turki di Uni Eropa, hambatan-hambatan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa beserta prospek keanggotaan Turki di Uni Eropa.
BAB V
KESIMPULAN


Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang perlu memberikan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang dipandang perlu, daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran mengenai data yang berhubungan dengan materi yang diambil.
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